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ditulis oleh:

Pembimbing Skripsi I
Roni Kurniawan, S.H, M.H
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Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negert Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbary, 24 Jum 2028

No : Nota Dinas
Lamp -

Hal : Pengajuan Skripsi
Sdri.

Putri Susanti

Assalamu’alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbatkan
seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Putri Susanti
yang berjudul “Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)
Riau Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum®™, dapal
diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Iimu Hukum
pada Fakultas Syariah danHukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas
dapatdipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan
HukumUniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wh.

Pembimbing Skripsi

41@./

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Pembimbing Skrips;
/

|
Dr. Ttlurhidayat. S.H,M.H
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PENGESAHAN

Skripsi dengan  judul Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Riau Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan
Umum, vang di tulis oleh

Nama Putn Susanti
Nim 12020722490
Program Studi [ImuHukum

Telah di Munagasyahkan pada
Han/ Tanggal  Semin, 7 Juli 2025

Waktu - 13.00 WIB
Tempat Ruang Munaqgasyah LT 2 Gedung Belajar Fakultas
Syanah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas [slam Negen Sultan Syant Kasim Riau
Pekanbaru, 16 Juli 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH
Ketua

Dr Numasrina, S E., M.Si.

Sekretans
Basir, SH. M H

Penguyp |
Dr M. Alpi Syahrin, SH .M H

Pengujp 2
Dr Joni Alizon, SH.MH

i 1. Mengetahui
/N ekan Fakyltas Syariah dan Hukum
A
* :
e, ", oFie. 1 Maghfiraf, MA
5, P A994 1025 200312 | 002
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SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini
Nama . Putri Susanti
NIM 1 12020722490
Tempat/ Tgl. Lahir  : Paguh Duku, 5 Maret 2001
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : [lmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Iimiah lainnya*:
Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa : PENGAWASAN BADAN

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWA;SLU) RIAU TERHADAP
PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM PEMILIHAN UMUM

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil

pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya

tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan
perundang-undangan.

yataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

Demikian Surat Pem:
dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Yang membuat pernyataan

: MTEETriPu .Putri Susanti
FaFaLX074252191 NIML 12020722490
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QI)E ABSTRAK
>
PUTRI SUSANTI, (2025) : PENGAWASAN BADAN PENGAWAS
= PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
= RIAU TERHADAP PELANGGARAN
= ADMINISTRASI DALAM
= PEMILIHAN UMUM
=
c
> Tulisan ini untuk mengetahui pengawasan Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum dan
mengetahui  faktor penghambat yang dihadapi olen Bawaslu Riau dalam
peflanggaran administrasi pemilihan umum. Banyaknya pelanggaran administrasi
pe;mllu dan pelanggaran tersebut yang belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Riau
paga Pemilu 2024, padahal dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu
Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran
administrasi Pemilu berdasarkan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum
empiris yang artinya penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau
aturan hukum dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Adapun
pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah efektivitas
hukum yang membutuhkan informan sebagai orang yang memahami subjek dan
objek dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan wawancara dan studi kepustakaan serta dokumentasi. Penelitian ini
berlokasi di Kantor Bawaslu Riau.

Dari hasil penelitian mengenai pengawasan Bawaslu Riau terhadap
pelanggaran administrasi pemilu dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Riau sudah
méﬂjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yagg berlaku. Dengan memberikan himbauan dan sosialisasi kepada pengawas
pe-nyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat mengenai aturan dalam
prases penyelenggaraan pemilu terkhususnya proses administrasi pemilu. Namun
dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Riau belum melaksanakannya dengan
maksimal dikarenakan masih adanya pelanggaran administrasi Pemilu pada
takapan penyelenggaraan Pemilu yang adjukasinya belum terselesaikan atau
bemm terpenuhi dengan baik dan dengan adanya berbagai faktor penghambat
yafag dihadapi olen Bawaslu Riau dalam mengawasi pelanggaran administrasi
pegr_ullhan umum seperti ketidakpahaman aturan dari peserta pemilu yang mesti
dibersamakan dengan sosialisasi yang masif dari Bawaslu, jajaran Bawaslu yang
bersifat ad hoc yang berganti dalam periode tertentu, dan keterbatasan dalam
verifikasi temuan atau laporan.

Kata Kunci: Bawaslu, Pengawasan, Pelanggaran Administrasi, Pemilu
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QTJL KATA PENGANTAR
-
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
=
2 Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

mg_l\_impahkan rahmat dan KkaruniaNya kepada penulis sehingga dapat
mgyelesaikan skripsi dengan judul “Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan
UﬁCﬂUm (Bawaslu) Riau Terhadap Pelanggaran Administrasi Dalam Pemilihan
U%um” sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1)
Ilrgﬂ Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
Sﬁlrif Kasim Riau. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa disampaikan

kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar kita semua mendapatkan

syafaatnya dihari akhir kelak.

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak
kesenjangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman
pe&ulis. Namun banyak pihak yang memberikan semangat beserta dukungan dan

m&tivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh

]

kaEEna itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :
=

i w

1.&)rang tua tercinta, Ayahanda Rahman (Alm) dan Ibunda Jasma yang telah
=1
smemberikan kepercayaan, dukungan, doa, dan segala pengorbanan kepada
@
ééenulis untuk melanjutkan pendidikan hingga ke tahap ini. Saudara kandung,

Q
%atin Bazilah dan Nur Azila yang telah memberikan semangat dan dukungan

~kepada penulis.
=

nery wisey jrredg
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Z.QZJ[bu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., M.Si, AK., CA selaku Rektor

-
Jniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

©

3.2Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum

=
-Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

A

4.Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan llmu Hukum

an lbu Dr. Febri Handayani, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan limu

N SaN

“Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

e

“KKasim Riau.

e

5.Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah
memberikan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan
kemudahan selama di bangku perkuliahan.

6. Bapak Roni Kurniawan, S.H., M.H. selaku Pembimbing | dan Bapak Dr.
Nurhidayat, S.H., M.H. selaku Pembimbing Il yang telah memberikan waktu
dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan kemudahan dalam
@enulisan skripsi ini.

7.i-é3apakllbu Dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama

<¥]
=penulis mengikuti perkuliahan di Jurusan lImu Hukum Universitas Islam
o]

gNegeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8.§eluruh Pegawai Kantor Bawaslu Riau yang telah memberikan kemudahan
W

5agi penulis dalam memperoleh informasi dan data yang penulis butuhkan

Q
;Balam skripsi ini.

c

9.§Sahabat dan Teman-Teman limu Hukum Kelas D angkatan 2020 yang telah

wn . . . .
~“membersamai penulis dari awal proses perkuliahan.
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I/\D b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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g- PENDAHULUAN
>

=

A?:: Latar Belakang Masalah

S Pemilihan Umum atau lebih dikenal dengan Pemilu merupakan sebuah

=z

arﬁcanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 E yang mana disebutkan
b%Wa Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota
D%, DPD, dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan asas-asas
Pe?nilu yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.t

Pemilu yang merupakan sarana bagi warga negara Indonesia untuk
menjalankan kedaulatan, dimana warga negara Indonesia berhak memberi mandat
kepada individu tertentu untuk menjadi pemimpin atau wakilnya di parlemen.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara

demokrasi, maka Pemilu merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian

w

keﬁidupan ketatanegaraan yang demokratis dan menjadi penggerak mekanisme
[g]

siszem politik demokratis.> Pemilu di Indonesia juga merupakan sebuah proses

<
»Sue

g terus mengalami perkembangan dan perbaikan seiring waktu. Meskipun

te

&0

h ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan integritas dan

okrasi dalam sistem pemilihan, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu

Foa

d

o

0241
T
©,
Tw

! Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22 E.
2 Arus Reka Prasetia, “Pengaruh Politik Media Sosial Terhadap Generasi Milenial Dan
ksanaan Pemilu”, Prosiding Comnews (2019), h. 21

3 Margie Gladies Sopacua, dkk. Hukum Pemilihan Umum Indonesia, (Bandung : Widina
a Utama, 2023), h. 70.

e}
%‘S uejing j

<
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Agar pesta demokrasi tetap berjalan dengan aman dan demokratis, maka

dio jyeH ®

harls dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.
S%in itu, salah satu tolak ukur keberhasilan dari pelaksanaan Pemilu yang aman
d% demokratis ialah eksistensi serta kesigapan aparat penegak hukum dan
pelaksana Pemilu.t

§ Hal tersebut menjadi dasar yang menghendaki agar segala perencanaan,
prgses hingga hasil dalam peralihan kekuasaan dilakukan dengan prinsip-prinsip
pe%ilihan demokratis. Pemilihan demokratis hanya dapat terwujud apabila
penyelenggraannya dijiwai oleh prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,
dan adil. Prinsip penting yang harus digaris bawahi dalam hal ini adalah prinsip
jujur dalam penyelenggaraan pemilihan, yaitu setiap aparat pemerintahan,
penyelenggara, peserta, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak yang
terkait dalam pemilihan harus bersikap dan bertindak penuh dengan integritas dan
ke%gljuran sesuai dengan peraturan perundangan. Serta prinsip adil dalam
pegyelenggaraan pemilihan, yaitu setiap pihak dalam kontestasi pemilihan harus

<¥]
mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari segala kecurangan.®

n
g Secara umum dalam sebuah sengketa hukum dan pelanggaran pemilu
daf?at dibagi menjadi enam jenis: (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana

©
@ns

|Iu) (2) sengketa dalam proses pemilu; (3) pelanggaran administrasi pemilu;

elanggaran kode etik penyelenggara pemilu; (5) perselisihan (sengketa) hasil

0
g ule[n5-30

4 Op.Cit., Arus Reka Prasetia, “Pengaruh Politik Media Sosial Terhadap Generasi
Midenial Dan Pelaksanaan Pemilu”, h. 22.

> Sutarno, “Efektivitas Hukum Dalam Tindak Lanjut Penyelesaian Pelanggaran
Ad.?mmstram Pemilihan”, Jurnal Keadilan Pemilu, Vol. 1 (2022), h. 77-78

Nery wisey|
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©
pe@ilu; dan (6) sengketa hukum lainnya.b Salah satu pelanggaran pemilu yang

cuis__up banyak dan membutuhkan penanganan waktu yang cepat adalah
pezjanggaran administrasi.

= Pengertian Pelanggaran Administrasi Pemilu berdasarkan Pasal 1 angka 32
P£aturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah
peﬁnggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan
adj@]inistrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.’
Ac?apun objek pelanggaran administrasi Pemilu dijelaskan pada Pasal 5 yaitu
be?r-EUpa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu. Dalam hal ini, pelanggaran tata cara
mencangkup kesalahan dalam pendaftaran calon, pembuatan surat suara, hingga
perhitungan suara; pelanggaran prosedur misalnya tidak mengikuti prosedur yang
benar dalam melakukan kampanye atau tidak mematuhi jadwal yang telah
dif@tukan; dan pelanggaran mekanisme mencakup penggunaan alat atau metode

ya?mg tidak sesuai dalam penyelenggaraan Pemilu.®

Adapun dalam pelanggaran ini adanya istilah penemu dan pelapor yang

agwe

befkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi tersebut. Berdasarkan pada

ATU

Pasal 6 disebutkan bahwa penemu dugaan pelanggaran administratif Pemilu yaitu

ISI

B{v’vaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Dan pada Pasal 7 disebutkan

ns jo

& Supriyadi, Widyatmi Anandy, “Dinamika Penanganan Pelanggaran Administrasi (Studi
Teihadap Kepatuhan Putusan dan Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi
Pegqlu/Pllkada)” Jurnal Adhyasta Pemilu, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 144.

" Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Peftyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 1, Angka 32.

8 Ibid, Pasal 5

£
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©
jugé bahwa pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu terdiri atas WNI

-
yang mempunyai hak pilih; Peserta Pemilu; atau Pemantau Pemilu. Kemudian

©
pada Pasal 8 dijelaskan bahwa Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

te%iri atas: Partai Politik Peserta Pemilu; Calon Anggota DPR; Calon Anggota
DED; Calon Anggota DPRD Provinsi; Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
Pa?gmgan Calon; tim kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, atau KPU
K&C;pupaten/Kota; KPU; KPU Provinsi; KPU Kabupaten/Kota; PPK; PPLN; PPS;

Q
KPPS; dan/atau KPPSLN.®

Q
<  Dalam hal ini, lembaga berwenang di Indonesia yang melakukan tugas

pengawasan terhadap proses Pemilu adalah Badan Pengawasan Pemilihan Umum.
Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk
membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan
terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut
dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat

baz-ﬁNa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin

-

did:;llam mencapai tujuan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana

pegyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan

o]
Iaigrlain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan

=1

adélah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan
®

apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan

(0]

u@hhran tentang hasil yang ingin dicapai.'°

Agluejnt

® 1bid, Pasal 6-8
10 Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, (Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing,

2015), h. 100.
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Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

AEH @

te[isl_adap proses Pemilu termasuk juga dalam hal pengawasan terhadap
pezjanggaran administrasi Pemilu ini yaitu berdasarkan ketentuan pada Pasal 89
A%t (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang
m;a menjelaskan bahwa pengawasan penyelenggraan Pemilu dilakukan oleh
Badan Pengawas Pemilihan Umum.!! Badan Pengawas Pemilihan Umum atau
ya‘Eg dikenal dengan Bawaslu Republik Indonesia dalam melaksanakan amanat
ya;ig dinyatakan dalam Pasal 93 sampai Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7
Tagﬁun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki tugas, wewenang dan kewajiban
yang terkait dengan pengawasan penyelenggaraan, pencegahan dan penindakan
dalam pelaksanaan Pemilu.*?

Pengawasan Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi Pemilu juga
ditegaskan dalam Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum vyaitu dijelasakan bahwa dalam melakukan penindakan
pegnggaran Pemilu Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan
m;:'-hutus pelanggaran administrasi Pemilu.*® Lebih lanjut dalam Pasal 460 ayat
(1§menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran
telgiadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi
pe%ksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.* Sedangkan

®
paﬁ‘a Pasal 461 menyebutkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji,

ns jo

' Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik
Ind‘bne&a Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
tergqng Pemilihan Umum, Pasal 89 Ayat (1).

12 |bid, Pasal 93-96.

13 |bid, Pasal 98 ayat (2) huruf d.

14 |bid, Pasal 460 ayat (2).
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©
daﬁ memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan Pemilu. Secara lebih

-
lapjut disebutkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif

©
yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka. Kewajiban Bawaslu

daiam memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah selama 14
-~
hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi.®

i Berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Provinsi Riau,
c

mg\_hunjukkan masih adanya ditemukannya pelanggaran administrasi Pemilu yang
jab]

tercatat pada Bawaslu Riau, diantaranya :

[ab]
c Tabel 1.1
Data Kasus Pelanggaran Administrasi
Pemilihan Umum Pada Bawaslu Riau
NO NOMOR TAHUN POKOK TEMUAN / TAHAPAN HASIL TINDAK

REGISTRA | PEMILU LAPORAN LANJUT
Sl

1. | 02/ADM/ | Pemilu KPU Kabuapten Pendaftaran | ADM Ditindaklanjuti

PEMILU/ 2019 Rokan Hulu tidak dan oleh KPU
BAWASL menindaklanjuti verifikasi Kabupaten
UPROV.R Surat Panwaslu Peserta Rokan Hulu
1AU/1/201 Kabupaten Rokan Pemilu sesuai isi
8 Hulu. Putusan
01/LP/PL/ | Pemilu Dugaan Pencalonan | ADM Ditindaklanjuti
ADM/Pro 2019 Pelanggaran oleh oleh KPU Riau
v/04.00/1X KPU Riau tentang sesuai isi
/2018 tata cara pengisian Putusan

formulir verifikasi
berkas pencalonan
sehingga
menyatakan TMS
Terhadap pelapor
dalam syarat KTP
(belum berumur 21

tahun)
02/LP/PP. | Pemilu Pada hari Pemunguta | ADM Diteruskan ke
PL/ADM/ 2019 pemungutan dan n dan KPU Kota
Prov/04.0 perhitungan suara | perhitungan Pekanbaru

15 1pid, Pasal 461.
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I | 0/1V/2019 terdapat beberapa suara
Q pelanggaran di TPS
2 013 Jin. Sepakat,
o Kec. Tenayan Raya
© yaitu TPS didirikan
o di markas
3 pemenangan
= Prabowo,
—- selanjutnya di TPS
o 032,033, dan 034
= Jin. Bukit Barisan
E didirikan TPS di
perkarangan mesjid
w
»
4 | 0L/TM/PL | Pemilu Verifikator KPU Verifikasi ADM Belum adanya
@ | /ADM/Pro | 2024 Kota Pekanbaru Partai tindaklanjutan
A0 | v/04.00/1X menerima dan Politik oleh Bawaslu
& /2022 melaksanakan Riau
c klarifikasi melalui
panggilan video
untuk empat
anggota partai
politik: Antoni
(Hanura dan
Perindo), Tengku
Nurlia Afnira (PKS
dan PKN), Tengku
Nuraini (PKS dan
PKN), serta Juli
Sugiarto (PKS dan
PPP).
5n | 002/TM/P | Pemilu Pelanggaran oleh Verifikasi ADM Belum adanya
& | LIADM/Pr 2024 KPU Kabupaten Partai tindaklanjutan
@ | ov/04.00/1 Kepulauan Meranti Politik oleh Bawaslu
— | X/2022 terkait melanggar Riau
s aturan dengan
g melakukan
= klarifikasi secara
o langsung anggota
g partai politik yang
e statusnya belum
é dapat ditentukan,
o dan klarifikasi
pas tersebut dilakukan
ot menggunakan
e media online
W (Video Call
= WhatsApp).
%
=]
6n | 003/TM/P | Pemilu Telah terjadi Verifikasi ADM Belum adanya
§ L/ADM/Pr 2024 pelanggaran Partai tindaklanjutan
= | ov/04.00/I administrasi pada Politik oleh Bawaslu
L o
A~
¥
<8
=
=
3
c
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I | X/2022 saat verifikasi Riau
L Faktual Partai
2T Politik
Sli_éqber Data: Bawaslu Riau
© Berdasarkan sumber data dari Bawaslu Provinsi Riau terdapatnya
=

pei;énggaran administrasi pemilu di Provinsi Riau yang tercatat pada Bawalu Riau
ingtentunya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu yakni
pafga temuan pelanggaran Pemilu 2019, dimana adanya temuan Komisi Pemilihan
Urj:mm (KPU) Kabuapten Rokan Hulu tidak menindaklanjuti Surat Panwaslu
K%upaten Rokan Hulu pada tahapan pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
seﬁa juga pada pelanggaran administrasi Pemilu yang terjadi pada Pemilu 2024
tercatat bahwa dengan 3 (tiga) pelanggaran pada tahapan verifikasi partai politik
yang dilakukan oleh KPU yang mana hal ini melanggar ketentuan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur perihal
pendaftaran dan verifikasi. Verifikasi terdiri dari verifikasi administrasi dan
verifikasi faktual. Menurut Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 verifikasi

N

ad:'ministrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen
[g]

se;Eagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Dan
ve?rfikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen
pa_(:::s.yaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi
pegerta Pemilu. 16

Dalam Pasal 3 diatur bahwa pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai

jo X3

Palitik Peserta Pemilu dilaksanakan oleh KPU yang berpedoman pada prinsip

I

16 Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022, Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680 tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pasal 1 ayat (21).
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mg)*ndiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,

- =
prefessional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.!” Dan juga sangat jelas
©

telgh diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 178 perihal

ve%fikasi adminsitrasi.
=
c Pasal 178

1)¥PU melaksanakan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan

ersyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) terhadap Partai

ﬁ’olitik yang mengikuti verifikasi dengan dokumen persyaratan sebagaimana
@imaksud dalam Pasal 177

2)aVerifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai diaksanakan
-paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

3).Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dan waktu verifikasi
<sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan
KPU.

4) Ketentuan mengenai tata cara penelitian adminsitrasi dan penetapan
keabsahan persyaratan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan KPU.8

Dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu atas pelaksanaan
verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 180 Undang-
undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu:

= Pasal 180
1)§D|3awaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabuapaten/Kota melakukan
engawasan atas pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu
=yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
2)mDalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
Anenemukan kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh anggota KPU,
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan verifikasi
artai politik calon Psesrta Pemilu sehingga merugikan atau menguntungkan
apartai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan
“Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU
<Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
3)aTemuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota
(sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditindaklanjuti oleh KPU, KPU
“Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.®

17 1bid, Pasal 3

) 18 Op.Cit., Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik
Inddnesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
tentang Pemilihan Umum, Pasal 178.
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©
55
Q;_ Dengan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi selama proses
(@]

pelaksanaan Pemilu tersebut bisa menjadi salah satu penyebab menurunnya
QO

keg rcayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Pemilu yang seharusnya

dlﬁksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dilaksanakan

begiasarkan tata cara, prosedur atau mekanisme yang diatur sehingga jika

pe(é)yelenggaraan Pemilu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka
o

yac;ﬁ_g terjadi adalah ketidakpercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Untuk

mgz_?icegah hal tersebut, maka pengawasan terhadap pelanggaran administrasi
c

berupa kesesuaian tata cara, prosedur, atau mekanisme harus benar-benar dijaga

oleh Penyelanggaran Pemilu.?

Keberlangsungan Pemilu yang luber jurdil diantaranya dapat terealisasikan
apabila seluruh tata cara, prosedur, dan mekanisme administrasi Pemilu
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau adanya
suggu pelaksanaan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, seringkali
pe%egakan hukum Pemilu dalam penanganan pelanggaran administrasi Pemilu
te%ambat karena adanya ketidakselarasan dari berbagai faktor. Adapun faktor-

=
faktor tersebut yaitu faktor hukumnya sendiri; faktor penegak hukum; faktor

n

safana dan fasilitas; faktor masyarakat; dan faktor kebudayaan.?

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menyoroti

61 €5 VY

masalah tersebut dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan berjudul:

19 1bid, Pasal 180

20 Sytarno, “Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Dalam Tahapan Verifikasi
Add}qmlstram Partai Politik Calon Peserta Pemilu Sebagai Upaya Menjaga Kualitas Dan Integritas
Pemilu Tahun 20247, Jurnal Keadilan Pemilu, VVol. 2 (2022), h. 82

2l Igbal Nasir, “Analisis Hukum Pelanggaran Administrasi Pemilu/Pemilihan”, Jurnal
KHazanah Hukum, Vol. 2, No. 1 (2020), h. 44
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“F:-!LJENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

(BL;_;\WASLU) RIAU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI
P%\/IILIHAN uMumM”»
B.g Batasan Masalah

Z Pembatasan masalah bertujuan untuk lebih memfokuskan kajian yang akan
diﬁksanakan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai dalam waktu yang singkat
da‘j@ terkontrol dengan baik. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah
mgngenai pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
(ngwaslu) terhadap pelanggaran administrasi Pemilihan Umum dan apa saja
faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) Riau dalam mengawasi pelanggaran administrasi Pemilihan Umum
pada tahun 2024.
C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti

méﬁgidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

g&. Bagaimana pengawasan pelanggaran administrasi pemilihan umum yang
g dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau ?
;CEZ. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan Pengawas
;f Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau dalam mengawasi pelanggaran
®
E administrasi pemilihan umum ?
Dj;Tujuan dan Manfaat Penelitian
&_"1. Tujuan Penelitian
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a. Untuk mengetahui pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum
(Bawaslu) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum.

b. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau dalam mengawasi
pelanggaran administrasi pemilihan umum.

Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian

ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan pada pembahasan penelitian ini dapat
memberikan pengetahuan mengenai pengawasan Yyang dilakukan oleh
Bawaslu Provinsi Riau bersama jajarannya dalam mengawasi terhadap
pelanggaran administrasi pemilihan umum.
b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan
penelitian lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi
mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema
yang sama.
c. Manfaat Akademis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan
informasi bagi mahasiswa lain yang memfokuskan pengkajian pada
pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau terhadap

pelanggaran administrasi pemilihan umum.
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X BAB Il

Q

o

g- TINJAUAN PUSTAKA
o

=

A~ Kerangka Teori
-~

EZ:L. Teori Pengawasan

fé) Pengawasan adalah sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen untuk
mgmbandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan
te%bih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut
da% untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat
bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin
didalam mencapai tujuan. Dengan pengawasan dapat diketahui sampai dimana
penyimpangan, penyalahgunaan, kebocoran, pemborosan, penyelewengan, dan
lain-lain kendala di masa yang akan datang. Jadi keseluruhan dari pengawasan
adalah kegiatan membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan

N

- - - - -
apa yang direncanakan sebelumnya, karena itu perlu kriteria, norma, standar dan
[g]

ukaran tentang hasil yang ingin dicapai.?2
5]

Pengawasan merupakan salah satu hal yang penting dalam

0 o1

penyelenggaraan negara khususnya dalam negara hukum modern. Hal ini karena
=

peﬁgawasan merupakan sebuah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan

p@gambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan
e

segﬂai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut sekaligus dapat digunakan

seﬁagai bahan evaluasi terhadap Kkinerja yang selama ini dilaksanakan.

22 Op.Cit., Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, h. 100.

13
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K%}beradaan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya

dit;_;jukan guna menghindari adanya kemungkinan penyimpangan atau
pe%yelewengan atas tujuan yang akan dicapai. Dengan melalui pengawasan
di%rapkan bahwa dapat menjadi sebuah evaluasi dan monitoring serta membantu
pegksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah
diE%)ncanakan berjalan secara efektif dan efisien.?

c
& Pada dasarnya, bentuk pengawasan terdiri dari 4 macam yaitu sebagai

jab]
berikut :

S

< a) Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau

badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.”
Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan
langsung atau pengawasan melekat (built in control) atau pengawasan yang
dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan
in@ektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan

o
m%nempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan

<¥]

peAgawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan
o]

yagg berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia

adélah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi
W

n@éra yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun.

o

el

wn

=

e

¥

=

wn

e 23 Rahayu Subekti, dkk., Buku Ajar Hukum Administrasi Negara, (Bandung : Widina

BHakti Persada Bandung, 2022), h. 91.

24 Op.Cit., Yusri Munaf, Hukum Administrasi Negara, h. 102.
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b) Pengawasan Preventif dan Represif

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang

dio yeH ®

dilgdkukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga
dagfat mencegah terjadinya penyimpangan.” Lazimnya, pengawasan ini dilakukan
pegerintah dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan
pelaksanaan keuangan negara yang akan membebankan dan merugikan negara
Ieéh besar. Di sisi lain, pengawasan represif adalah “pengawasan yang dilakukan
te;ﬁdap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan.” Pengawasan model ini
Iagmnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah
ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan
dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.?®
c) Pengawasan Aktif dan Pasif
Pengawasan dekat (aktif) dilakukan sebagai bentuk “pengawasan yang
dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan.” Hal ini berbeda dengan
peﬂ%jgawasan jauh (pasif) yang melakukan pengawasan melalui “penelitian dan
peggujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan
bl%tibukti penerimaan dan pengeluaran.”
;(')Jd) Pengawasan kebenaran formil menurut hak (rechtimatigheid) dan
pemeriksaan kebenaran materiil mengenai maksud tujuan pengeluaran

(doelmatigheid).

Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak

ng Jo AJISIDAT

(re;c"hmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah sesuai

% |bid, h. 102-103
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©
ded)&an peraturan, tidak kadaluarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.”

-
Sementara, hak berdasarkan pemeriksaan kebenaran materil mengenai maksud

©
tujyan pengeluaran (doelmatigheid) adalah “pemeriksaan terhadap pengeluaran

3
apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan

S

dan-beban biaya yang serendah mungkin.”?®

Adapun fungsi pengawasan secara teoritis berfungsi sebagai:

Eskplanasi, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan
mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan
berbeda.

Akuntasi, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk
melakukan akuntasi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah
dilaksanakannya kebijakan publik dari waktu ke waktu.

Pemeriksaan, pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya
dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun
konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.

d. Kepatuhan, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan
dari para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan
standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintahan
dan lembaga profesional.?’

Ny eXsNg N

g

Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu)

Melihat sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan

118 N

pe;l;qilu muncul pada tahun 1982. Pelaksanaan pemilu pertama kali pada tahun
o

1955 belum dikenal istilah pengawasan pemilu. Pada tahun 1982, kelembagaan
o]

peggawas pemilu lahir dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu

el

(Pénwaslak Pemilu). Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 24
®

Peiénggaran administratif pemilu dan sengketa proses pemilu dilatarbelakangi

Q
0@ protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan dugaan manipulasi

pethitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada pada Pemilu 1971. Di

.

2 |bid, h. 103
2 Musfialdy, “Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia”, Jurnal Sosial Budaya, Vol.

9 Nd. 1 (2012), h. 43-44
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©
er%reformasi, lembaga pengawas pemilu yang semula Panwaslak Pemilu diubah

- =
menjadi Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu).?®
©

Setelah itu, perubahan mendasar terkait lembaga pengawas pemilu baru

ditakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan

| @ IEW ey

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Deﬁlan Perwakilan Rakyat Daerah. Menurut Undang-undang ini dalam
péiaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga ad hoc terlepas dari
sttg:n;ktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu
nginsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu
Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan
dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu).

Bawaslu merupakan bagian dari kesatuan sistem penyelenggaraan Pemilu
yaglb mana didalamnya juga terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan
Kefiaormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut Undang-Undang Nomor 7
T%un 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu menyusun standar tata laksana
keé‘a pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagai pedoman kerja bagi
pe%_.gawas Pemilu di setiap tingkatan, dan bertugas Pelanggaran administratif

W
peﬁ‘\ilu dan sengketa proses pemilu 25 mengawasi Penyelenggara Pemilu dalam

(0]

raﬁhgka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu yang

Agluejnt

28 Komisi Pemilihan Umum, Pelanggaran Administratif Pemilu dan Sengketa Proses
Pemilu Sebuah Catatan, (Jakarta : Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa, 2022), h.
23r24

>
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de;;okratis sebagaimana amanat UUD 1945 yaitu terwujudnya Pemilu yang
Laggsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.?°

-'53 Pada Undang-Undang Pemilu dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu
ya?__q selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang
mggawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Negara
Kg%)atuan Republik Indonesia. Lembaga ini terdiri atas Bawaslu, Bawaslu
Pr‘;;_vinsi, Bawaslu  Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu

jab]

Keturahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Susunan lembaga-lembaga

el

peAgawas penyelenggara pemilu tersebut bersifat hierarki. Sifat yang sama, yaitu
hierarki juga dimiliki lembaga tersebut bersifat ad hoc.*

Badan Pegawas Pemilhan Umum (Bawaslu) adalah pihak penyusun
standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu
di setiap tingkatan. Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan
penindakan terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu;

mgﬂgawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu.3!

®
— Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewenangan yaitu Bawaslu berwenang
o

menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya

DI

pefanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengenai

Iu

Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;

W
mémeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang; menerima,

2 1bid, h. 24-25

%0 Teguh Prasetyo, Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat, (Jakarta :
media, 2021), h. 2.

31 1bid, h. 4.

N
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©
mgﬁgkaji, dan memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian

- =
sengketa proses Pemilu.®?

Bawaslu juga memiliki sejumlah kewajiban yuridis, yaitu Bawaslu

(on
| [Ew eyd

ewajiban untuk bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang

kukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas

3
NI

Pe&gilu pada semua tingkatan. Disamping itu, Bawaslu juga berkewajiban

c
mg\_hyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai

jab]
demgan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.®

[ab]
3. Teori Pemilihan Umum

Pemilihan Umum atau yang sering dikenal dengan Pemilu dalam
ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan WakKil
Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
diﬂf?ksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

-

Ke}atuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

<¥]
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.34

o]
. Pemilu juga didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk

i w

menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan

ATU

I

pemerintahan (dalam arti luas). Sehingga pemilu adalah salah satu cara dalam

IS

Q
sis?em demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga
= *1bid, h.®6.
o 2lbid, h. 8.
<

34 Op.Cit., Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik
Inddnesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
terfdng Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1).

o
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©
peﬁvakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di

-
bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab,

©
rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu diperlukan cara

3 - . . .
untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara selama jangka waktu
=
tertentu.®
Pemilu juga merupakan alat untuk mewujudkan suatu kedaulatan rakyat

c

dag]_ menjadi ajang kompetisi yang paling adil bagi partai politik. Dengan Pemilu
jab]

rakyat dapat mengevaluasi sejauh mana partai politik menjalankan fungsinya dan

Q
mempertanggung jawabkan kinerjanya serta mewakili aspirasi rakyat itu sendiri.

Penilaian rakyat terhadap partisipasi partai politik dalam Pemilu yaitu
akuntabilitas partai politik setiap lima tahun, sehingga partai politik dapat
membuktikannya melalui proses Pemilu yang jujur dan adil.*

Pemilu sebagai suatu pesta demokrasi, diharapkan menjadi manifestasi
kehendak rakyat, yaitu rakyat diberikan hak untuk mengeluarkan pendapatnya

seé&gai suatu hak politik. Hal tersebut merupakan bentuk keikutsertaan rakyat

-

dapl:fam pemerintahan, sehingga dalam proses Pemilu tidak hanya merupakan
o

praduk dari pemerintah dan lembaga negara lainnya, tetapi juga hasil demokrasi
o]

yagg tercermin dari keinginan rakyat. Oleh karena itu, Pemilu merupakan suatu

el

beﬁtuk demokrasi bagi rakyat yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat dari
®

Afif'aham Lincoln dalam Sunny Ummul Firdaus menyebut demokrasi itu bahkan

(0]

dis}but sebagai suatu kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat (government of the

% Uu Nurul Huda, Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia, (Bandung :
smedia, 2018), h. 84.

% Rina Agustina, Bawaslu Dan Pemilu : Mekanisme Pengawasan Dan Penyelesaian
Sefgketa, (Surabaya : Airlangga University Press, 2019), h. 26.

T,
£g ufelt
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©
pegple, by the people, for the people) yang artinya kekuasaan itu pada pokoknya

diafkui berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan
dag“ memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan
keg_egaraan.37

Z Mekanisme atau proses Pemilu wajib dilaksanakan ssesuai aturan yang
mgzlf;jadi dasar hukum terselenggaranya, sebab hal tersebutlah yang dapat

c
mg\_hunjukkan bagaimana penegakan hukum Pemilu itu dilaksanakan sesuai

deigan nilai nilai demokratis yang diinginkan, sehingga penyelenggaraan
pe:)herintahan berjalan secara baik dan seimbang.3®
4. Pelanggaran Administrasi Pemilu

Secara bahasa, pelanggaran diartikan sebagai perbuatan menubruk,
menabrak atau menyalahi atau melalui secara tidak sah. Sedangkan kata
“administrasi” dalam KBBI dimaknai sebagai usaha atau kegiatan yang berkaitan
dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan atau kegiatan yang
beglj(aitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hubungan dengan
pegqilu, pelanggaran administrasi dipahami sebagai pelanggaran terhadap
pe%turan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilu, dimana
pe:I;anggaran tersebut bukan sebagai perbuatan pidana pilkada. Pelanggaran

adﬁ"linistrasi adalah pelanggaran terhadap peraturan administrasi, persyaratan dan

W
taé cara pilkada yang bukan merupakan tindak pidana pilkada.*

=
=,
W
:T 37 Abdul Hakam Sholahuddin, dkk. Hukum Pemilu Di Indonesia, (Banten : Sada Kurnia
Pustaka, 2023), h. 41.

% 1bid, h. 54.
% Ratna Dewi Pettalolo, Khairul Fahmi, Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020, (Jakarta : Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2020), h.

102,
~

Ag U
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Dalam Pasal 460 ayat (1) menjelaskan bahwa pelanggaran administrasi

AEH @

Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang
©

berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu.*® Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Badan

e
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 pada Pasal 1 angka 32

diélaskan bahwa:*
=
¢ Pelanggaran Administratif Pemilu adalah pelanggaran terhadap tata
o cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif
- pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
[ab]
<  Adapun objek pelanggaran administratif Pemilu dijelaskan dalam Pasal 5

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 yang mana
berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau
mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap
tahapan penyelenggaraan Pemilu.#?

Sedangkan pada Pasal 461 menyebutkan bahwa Bawaslu menerima,
mé?neriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan

-

Pe;&lilu. Secara lebih lanjut disebutkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan

pe%nggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka.

o]
KéWajiban Bawaslu dalam memutus penyelesaian pelanggaran administratif

}[1S JO A3ISIdATU

40 Op.Cit., Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik
Ind‘bnesm Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
tergqng Pemilihan Umum, Pasal 460 ayat (2).

e 41 Op.Cit., Indonesia, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022
teritang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 1, Angka 32.
42 |bid, Pasal 5.

gt
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©
Peg’lilu adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan

-x- - -
dieggistrasi.*®
pis

—

o Adapun dalam sidang pemeriksaan pelanggaran administratif dilakukan
da%m 2 (dua) tahap. Tahap pertama pemeriksaan pendahuluan, yaitu untuk
m;nutuskan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil suatu laporan serta
m%genai waktu pelaporan dan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan

c

memutus suatu laporan atau temuan Bawaslu Provinsi. Jika dalam pemeriksaan
jab]

pendahuluan suatu laporan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka dilakukan

Q
sidang pemeriksaan pada tahap kedua. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan

terdapat laporan yang tidak memenuhi salah satu syarat laporan, maka akan
diputuskan laporan tidak diterima.

Tahap kedua merupakan sidang pemeriksaan pokok laporan atau temuan.
Pada sidang pemeriksaan, Pimpinan Bawaslu bersifat aktif untuk memeriksa dan
membuktikan laporan pelapor dan jawaban terlapor. Para pihak (pelapor dan

te@&por) diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan

-

me:iajawab laporan serta mengajukan bukti-bukti bagi pelapor dan terlapor. Setelah

t<5]

melakukan pemeriksaan laporan dan melakukan proses pembuktian dalam sidang
o]

pefgieriksaan pokok laporan, Pimpinan Bawaslu akan menerbitkan dan

=1

m§mbacakan Putusan (vonis) terhadap laporan yang diajukan. Secara garis besar
®

vdii'is Bawaslu ada jenis yaitu tidak terbukti terjadi pelanggaran administratif atau

Q
tefﬁukti terjadi pelanggaran administratif. Jika vonis Pimpinan. Bawaslu

Agluejnt

43 Op.Cit., Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik
Inddnesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
tenfdng Pemilihan Umum, Pasal 461.

>
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©
mg)ﬁyatakan terjadi pelanggaran administratif maka diikuti dengan sanksi

x- - - -
ad<|:n|n|strat|f.44

Putusan Bawaslu terkait penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu

uJe1d

ses_ual dengan Pasal 461 ayat (6) adalah sebagai berikut:

) Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme
sesuai dengan ketentuan peraturan penrundang-undangan;

Zb) Teguran tertulis;

Cc) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pemilu; dan

“d) Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-

Undang ini.*

!

BlY BY

B< Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang berjudul “Peran Dan Fungsi Sentra Pelayanan Hukum Terpadu
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau (Bawaslu) Dalam
Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan Kepala Desa Pada Sembilan
Kabupaten Tahun 2020 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2020”. Penelitian tersebut di susun oleh Fadli pada
Tahun 2021. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan vyaitu,
penulis melakukan penelitian mengenai pengawasan dan penanganan oleh
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran
administrasi pemilihan umum. Dalam hal ini, penulis lebih terfokus kepada
> pengawasan dan penanganan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi

pemlllhan umum di Bawaslu Provinsi Riau.

}[NIS JO AJISIDATU) DTWER[S] 3)e)S

4 Op.Cit., Komisi Pemilihan Umum, “Pelanggaran Administrasi Pemilu Dan Sengketa
Pr&es Pemilu”, h. 33

4 Op.Cit., Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Lembaran Negara Republik
In@nesm Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109
terftang Pemilihan Umum, Pasal 461 ayat (6).
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%Skripsi yang berjudul “Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten

-
o Kampar Dalam Mengawasi Logistik Pemilu Berdasarkan Undang-Undang
©

—

o Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Pulau
gBirandang Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar)”. Penelitian tersebut di
ésusun oleh Aditya Asman pada Tahun 2019. Perbedaannya dengan penelitian
iyang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian mengenai

c
£ pengawasan dan penanganan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum

jab]
-0 (Bawaslu) terhadap pelanggaran administrasi pemilihan umum di Bawaslu

W

< Provinsi Riau.

3. Skripsi yang berjudul “Implementasi Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban
Bawaslu Provinsi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu Oleh Bawaslu Riau . Penelitian
tersebut di susun oleh Gunawan Muhamad pada Tahun 2016. Perbedaannya
dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu, penulis melakukan penelitian

mengenai pengawasan dan penanganan oleh Badan Pengawas Pemilihan

Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administasi pemilihan umum.
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BAB Il

METODE PENELITIAN

wejdioyeH o

A—-Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum

[N AL

empiris yaitu penelitian yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam

c
ha‘;r; penerapannya di ruang lingkup masyarakat. Metode dalam penelitian ini

di%(Ukan penelitian berkaitan dengan orang dalam menjalani suatu hubungan
d&%m kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat. Sehingga
kenyataan yang diambil dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan
pemerintahan.*® Penelitian hukum empiris, penelitian hukum yang diteliti pada
awalnya adalah data sekunder, dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian
terhadap data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.*’

Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti
peﬂ%%litian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan
sisit;matis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.*®

5]
B.Z Pendekatan Penelitian
m

C  Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana

u

peﬁdekatan ini merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif

W
beFupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

(=)
=l
(0p]
c
g 46 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja
Grafindo Persada, 2009), h.13.
< “|bid, h. 152

48 Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. Ragam Metode Penelitian Hukum, (Kediri : Lembaga

Studi Hukum Pidana, 2022), h. 47

26
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©
QT)L Pendekatan kualitatif ini tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan

bec?s_ifat monografis atau berwujud kasus-kasus. Penelitian kualitatif menggunakan
Ii%kungan yang menjadi penelitiannya sebagai sumber data. Maksudnya adalah
da?_a_ dan informasi lapangan ditarik makna dan konsepnya melalui pemaparan
de;é(riptif analitik tanpa harus menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan
prées terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang alami. Sehingga pada
pé;crlelitian ini penulis akan turun langsung ke lokasi penelitian agar dapat
mgnggali informasi mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau
d&%m melakukan pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran administrasi
pemilihan umum.
C. Lokasi penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian ini yaitu
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau di Jalan Adi Sucipto No. 284
Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau 28289, Indonesia.
L(iﬁasi ini dipilih karena terkait dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti
ten:Zang pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau
te%adap pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi di Provinsi Riau.

7]
Dg Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, data diperoleh langsung dari informan. Adapun cara

ISIJAT

peRetapan informan yang penulis lakukan adalah dengan Purposive Sampling

(0]

ya;j_fu teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu.*® Pertimbangan

teEentu ini misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita

.

49 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2010), h. 53.

nery wisey Jreig v



NVIY VASNS NIN

‘nery eysng NN uizi edue) undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buele|iq 'z

)

?'--:F

(I
0

f
>

&

‘nery eysng NN Jefem Guek uebunuaday ueyibniaw yepn uedynbuad ‘g

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenijauad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

h £
=:())

28

=T @
4]
Q% § hagépkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti
38 o~
tg o menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam hal ini, informan yang
23 ©
gg diambil adalah informan yang bekerja di Bawasalu Riau dengan melakukan
p i = 3
4 g wawancara terhadap 4 (empat) orang informan penelitian yaitu sebagai berikut :
§ S =
—.
® 5 = Tabel 111.1
g8 = .
§ g o Informan Penelitian
o} (=
= No | Jenis Informan Nama Jabatan Jumlah
=
jab]
=
3 0 | Informan Utama Indra Khalid Nasution, Koordinator | 1 orang
S o S.H.,M.H. Divisi
= c Penyelesaian
= Sengketa
%3* Proses
S Gushendri, S.H.,M.H. Kabag. 1 orang
3 Penanganan
3 Dan
& Penyelesaian
%' Sengketa
3 2. Informan 1. Angga Pratama, S.H. Staff 2 orang
= Penyelesaian
- Pendukung 2. Sulaiman Fakhrur Sengketa
3 m Bawaslu
%*D o Razi, S.H. Provinsi Riau
S a
= 7 Jumlah 4 orang
= o
w
t B
§ .z
Z E.-*Data dan Sumber data
2.
®  Sebagaimana jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian
W
empiris, maka data dan sumber data penelitian yang digunakan adalah sebagai

o

nery wisey jrredg ue;[ng__;o
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1. Data Primer

jah]

-

o Data primer merupakan sumber data yang di peroleh secara langsung dari
©
sumber asli atau dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang
=

berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang

-~
dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka data primer
daﬁm penelitian ini yaitu jawaban atas wawancara dari pegawai Badan Pengawas
c
Pé@ilihan Umum (Bawaslu) Riau.

Q
2. Data Sekunder

ne

Data sekunder yaitu data yang di peroleh peneliti secara tidang langsung
namun melalui media perantara. Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau
pendukung data primer. Adapun bahan-bahan hukum data sekunder yang dipakai
dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang
arﬁ?]ya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan
yagg dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.>® Adapun yang termasuk
ba\g@n hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pe:milihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11
T%un 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilhan Umum.

'b. Bahan Hukum Sekunder

A318

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan

elasan terhadap bahan hukum primer. Adapun yang termasuk bahan hukum

©
g uBng jyo

0 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
('YBgyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 157.
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©
segl)tmder yaitu buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen, dan literatur-literatur

-
lainya yang berkaitan dengan penelitian.

d

oy €. Bahan Hukum Tersier
=
— Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum nonhukum yang dapat berupa
-~
buku-buku mengenai studi nonhukum maupun jurnal nonhukum sepanjang
=
p

mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Bahan nonhukum sebagai bahan

c
yafig memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap bahan hukum primer dan

jab]
sekwunder. Bahan-bahan nonhukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan

mg)mperluas wawasan peneliti.>*
F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan dan
yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang di
perlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya

LTS

ja&ab langsung kepada responden. Dalam penelitian ini, tanya jawab dilakukan

<¥]

depgan Ketua Bawaslu Riau dan beberapa kordiv. yaitu Kordiv. Penanganan
o]

Peganggaran dan Datin, Pencegahan, Humas, dan Parmas serta Kabag Pengawasan

=1

Pef@ilu untuk mengetahui bagaimana pengawasan dan penanganan oleh Badan
W

Pefgawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administrasi

(0]

.
pemilihan umum.

-

Ag uejnt

1 Op.Cit., Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. Ragam Metode Penelitian Hukum, (Kediri :

Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), h. 33.
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2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan data tertulis yang

dio yeH ®

3
BW &

gandung penjelasan dan keterangan serta pemikiran tentang fenomena yang

masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

-~
G Analisis data

b Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum

c
erflpiris yang mana penulis tidak hanya menganalisa data sekunder, tetapi juga

mgnganalisa data primer dari hasil penelitian lapangan (field research), dalam
p£elitian ini data yang berdasarkan uraian kalimat yaitu apa yang dinyatakan
informan secara tertulis atau lisan. Teknik analisis terhadap bahan hukum yang
telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan
klasifikasi secara sistematis, bahan hukum vyang telah di kumpulkan dan
dikelompokkan dan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan
dan pendekatan kasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis
yaglb bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta
ingrprestasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.>? Metode penarikan
kegmpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni manarik

o]
keglmpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan

k0§krit yang di hadapi.>®

52 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram Press, 2020), h. 67.
%3 1bid, h. 71.
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BAB V
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan peneliti dan analisa hasil penelitian yang

dilskukan mengenai pengawasan dan penanganan oleh Badan Pengawas

w
Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau terhadap pelanggaran administrasi dalam
w

L
pemilihan umum maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu

ngly

nery wisey JrreAg uejng Jo A}JISIdATU) dDTUIR]S] d)e}S

Bawaslu Riau bersama dengan jajarannya melakukan pengawasan
terhadap pelanggaran administrasi Pemilu yaitu berdasarkan kepada tugas
yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Bawaslu salah
satunya adalah mengawasi setiap tahapan yang dilakukan oleh
penyelenggra maupun peserta pemilu dalam prosedur administrasi yang
mesti sesuai dengan aturannya yaitu Undang-undang Pemilihan Umum
maupun Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Namun dalam
melakukan tugasnya, masih ditemukan temuan atau laporan pelanggaran
administrasi pemilu. Pada pelanggaran administrasi Pemilu tersebut
merupakan pelanggaran pada tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta
pemilu yang dilakukan oleh KPU yang mana hal ini melanggar ketentuan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur
perihal pendaftaran dan verifikasi.

Dalam pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau tidaklah maksimal
dikarenakan ketika adanya ditemukan temuan atau laporan terhadap

pelanggaran administrasi Pemilu itu disebabkan dengan adanya faktor

67
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penghambat bagi Bawaslu Riau dalam mengawasi administrasi pemilu
yaitu adanya ketidakpahaman aturan dari peserta pemilu yang mesti
dibersamakan dengan sosialisasi yang masif dari Bawaslu
memberitahukan tentang aturan-aturan pemilu. Selanjutnya jajaran
Bawaslu yang bersifat ad hoc yang berganti dalam periode tertentu yang
mengakibatkan setiap diadakannya pemilu maka perlu dilakukan pelatihan
dan pendidikan untuk jajaran-jajaran Bawaslu yang baru yang dinilai tidak

mempunyai pengalaman.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, agar pengawasan dan penanganan terhadap

pelanggaran administrasi pemilu lebih efektif, maka penulis memberikan saran:

1.

nery wisey Jrredg uejng jo AJISIdATU) dTUIR]S] d)e}S

Diharapkan kepada para penyelenggara pemilu lebih memperhatikan
aturan-aturan dan regulasi mengenai proses administrasi pemilu. Dan
diharapkan adanya ketegasan dalam pengawasan dan penanganan
pelanggaran administrasi Pemilu. Sebagai contoh ketika adanya temuan
pelanggaran administrasi Pemilu maka harus langsung ditindaklanjuti
dengan memberi saran perbaikan tetapi juga harus diberikan teguran
tertulis. Dengan begitu, yang melanggar akan merasa posisinya terancam
apabila menghiraukan teguran yang diberikan.

Diharapkan kepada para peserta pemilu agar lebih memperhatikan
himbauan-himbauan dan sosialisasi yang diberikan Bawaslu Riau dan
lebih memperhatikan lagi aturan-aturan yang sudah ditetapkan mengenai

proses administrasi pada pemilu.
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Hasil Penelitian dan Pembahasan

Halaman

. Wawancara
Wawancara di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum
(BAWASLU)

Upe1dio HBH ©

umusan Masalah

. Bagaimana pengawasan pelanggaran administrasi pemilihan
umum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan
Umum (Bawaslu Riau)

NINATH

Indra Khalid Nasution, S.H.,M.H

nery eJsp

) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau
dalam mengawasi pelanggaran administrasi ?
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ada beberapa
tugas yang diamanatkan kepada Bawaslu salah satunya adalah
mengawasi setiap tahapan yang dilakukan oleh penyelenggra
maupun peserta pemilu.

36

2

) Apa tugas utama Bawaslu Riau dalam melakukan
pengawasan terhadap setiap tahapan pemilihan umum?
Bawaslu mengawasi dan memastikan tahapan tersebut
dilaksanakan sesuai aturan. Bawaslu melakukan pencegahan,
melakukan pengawasan melekat yang dimana ada KPU dan
jajaran maka disitu ada Bawaslu yang mengawasi.

36

Sulaiman Fakhrur Razi, S.H

1) Apa saja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau ?

Pengawasan yang dilakukan olenh Bawaslu Riau dalam
mengawasi administrasi Pemilu yaitu Bawaslu mengawasi
kepatuhan peyelenggara dan peserta Pemilu yang mana lebih
terpusat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam
menyelenggarakan Pemilu terkhususnya terhadap prosedur,
tata cara dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu.

37

) Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Riau
dalam tahapan penyelenggaraan pemilu ?

Contohnya yaitu Bawaslu melakukan pengawasan pada setiap
kegiatan Penyusunan Daftar Pemilih. Jika ditemukan unsur
kesengajaan atau kelalaian yang merugikan warga Negara,
Bawaslu, Panwaslu atau anggota Pengawas TPS
menyampaikan temuan tersebut kepada KPU daerah yang
bersangkutan. Selanjutnya temuan ini wajib ditindak lanjuti
oleh KPU sesuai peraturan perundang-undangan.

47

Angga Pratama, S.H
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Berapakah jumlah pelanggaran administrasi Pemilu 2024
yang tercatat di Bawaslu Riau ?
Ada 3 temuan kasus yang tercatat di Bawaslu Riau.

41

Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau ?

Sulaiman Fakhrur Razi, S.H

)
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Apa saja faktor penghambat bagi Bawaslu Riau dalam
mengawasi pelanggaran administrasi Pemilu?

Adanya ketidakpahaman aturan dari peserta pemilu yang
mesti dibersamakan dengan sosialisasi yang masif dari
Bawaslu memberitahukan tentang aturan-aturan pemilu.
Selanjutnya jajaran Bawaslu yang bersifat ad hoc yang
berganti dalam periode tertentu yang mengakibatkan setiap
diadakannya pemilu maka perlu dilakukan pelatihan dan
pendidikan untuk jajaran-jajaran Bawaslu yang baru yang
dinilai tidak mempunyai pengalaman.

58

2)

Bagaimana tindakan Bawaslu Riau ketika adanya masalah
administrasi Pemilu ?

Ketika adanya masalah administrasi pemilu yang ditimbulkan
tidaklah langsung dijadikan pelanggaran, melainkan diberikan
saran perbaikan kepada penyelenggara maupun peserta
pemilu yang melakukan kesalahan.

66

Gushendri, S.H.,M.H

[EEN

)

Bagaimana kerja sama antara Bawaslu Riau dengan Bawaslu
Kabupaten/Kota dalam mengawasi pelanggaran administrasi?
Kerja sama antara Bawaslu Riau dengan Bawaslu Kota yaitu
dimana Bawaslu itu sendiri bersifat vertikal yang dimulai
dengan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu
Kabupaten/Kota yang bersifat permanen. Maka kerja sama
antara Bawaslu Provinsi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota
terlihat dengan wilayah kerja Bawaslu Kabupaten/Kota yang
sudah meliputi wilayah kerja Bawaslu Provinsi

60

)

Bagaimana Bawaslu dapat menemukan laporan atau temuan
pelanggaran administrasi?

Tentunya bisa melalui laporan dimana laporan itu berasal dari
masyarakat yang melapor langsung ke kantor Bawaslu Riau
secara resmi dan bisa melalui temuan yang dimana temuan itu
berasal dari pengawas Pemilu baik tingkat bawah sampai ke
tingkat atas.

62
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>

-8) Bagaimana penanganan terhadap output terhadap pelanggaran

administrasi dan apa sanksi yang diberikan?

Melalui persidangan yang terbuka untuk umum dan output
nya nanti adalah putusan yang mesti dilaksanakan oleh KPU
dan jajarannya. Dalam hal amar putusan menyatakan Terlapor
terbukti melakukan pelanggaran administratif Pemilu maka
majelis pemeriksa dapat menjatuhkan sanksi administratif
berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur,
atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan berupa teguran tertulis

66
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2. NIM/KTP 1 12020722490

3. Program Studi : ILMU HUKUM

4. Jenjang 81

5. Alamat :  PEKANBARU

6. Judul Penelitian PENGAWASAN DAN PENANGANAN OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM (BAWASLU) RIAU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRASI DALAM
PEMILIHAN UMUM
7. Lokasi Penelitian . BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) RIAU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai

tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

o

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperiunya.

Dibuat di :  Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 Juni 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DPM | DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PTSP | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINS! RIAY

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru

3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

4. Yang Bersangkutan
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73 BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILINAN UNUM
PROVINSI RI1 AUV

Jolan Adl Suciple Mo. 284

(Kompiek Transito) Pekantary 28123
Telopon . (O761) 7413288, Lamen : rlav.Dawasiv.go.ld

SURAT KETERANGAN
NOMOR 14.1.15/HK.00.00/RA/06/2024

Yang bertanda tangan di bawash ini,

Nama
NIP
Jabatan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama

NPM.
Fakultas
Program Studi
Fakultas

Alamat

: Anderson, S.Pi., M.Si
: 19720108 199703 1 005
: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau

: Amanda Octavia Nasution

: 12020722481

: Syanah dan Hukum

. limu Hukum (S1),

: Syarnah dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU).

:JI. HR. Soebrantas KM.15, RW.15, Simpang Baru,

Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 28293.

adalah benar telah melakukan aktivitas penelitian dan pengumpulan data untuk bahan
skripsi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dengan judul
peneltian : “Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)
Provinsi Riau Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Bagi
Peserta Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang
Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum”.

Demikian surat Keterangan ini dibuat dengan sebenamya, untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juni 2024
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